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Alasan PTN Harus Berbadan Hukum

Oleh CHAN BASARUDDIN

ulisan Dian Sima-
T tupang (Kompas,

26/6/2013) yang
berjudul “Paradoks Rasi-
onalitas PTN-BH” sangat
penting untuk direspons
karena penulis telah me-
nyempitkan tujuan dite-
tapkannya perguruan
tinggi negeri sebagai ba-
dan hukum hanya ditinjau
dari sudut keuangan.

Penulis melupakan bahwa as-
pek pengelolaan keuangan dan
pendanaan bukanlah persoalan
pokok yang mendasari perlunya
PTN ditetapkan sebagai badan
hukum. Ia berpendapat bahwa
dengan status badan hukum,
PTN berisiko pailit dan tidak
berhak mendapat anggaran yang
bersumber dari APBN.

Hal ini menunjukkan bahwa
yang bersangkutan memaknai
Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (PTN-BH) sebagai badan
hukum privat yang memiliki misi
memperoleh keuntungan seperti
perseroan terbatas (PT). Tentu
saja ini keliru karena kegiatan
dan misi utama perguruan tinggi
adalah menyelenggarakan pendi-
dikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang tak satu
pun dari ketiganya memiliki risi-
ko kerugian. Perguruan tinggi di-
tutup atau dibubarkan apabila
atas kehendak sendiri atau tidak
mampu menjalankan misinya se-
hingga tak ada mahasiswa yang
mau belajar di sana.

Sebagai badan hukum, PTN
tetap menjalankan tugas negara,
yaitu menjalankan fungsi pendi-
dikan tinggi, fungsi publik, nirla-
ba dan didanai negara. Hal ini
dinyatakan secara eksplisit dalam
UU Nomor 12 Tahun 2013 Pasal
65 Ayat (3). Jika digunakan ana-
logi BUMN, atas penugasan ter-
sebut, PTN yang berstatus badan
hukum berhak atas pendanaan
yang bersumber dari APBN. Kita
mengenal adanya subsidi energi
yang diberikan kepada PT PLN,
subsidi transportasi yang diberi-
kan kepada PT PELNI dan PT
Kereta Api, dan tentu saja subsidi
BBM yang diberikan kepada PT
Pertamina.

Kecenderungan global

Perkembangan = pendidikan
tinggi di era ini ditandai oleh dua
kecenderungan utama, yaitu ma-
sifikasi dan globalisasi/internasi-
onalisasi. Peningkatan kesejahte-
raan dan pengetahuan masyara-
kat akan pentingnya pendidikan
tinggi serta perbaikan tingkat
ekonomi masyarakat telah me-
nyebabkan peningkatan kebu-
tuhan akan layanan pendidikan

tinggi secara signifikan. Hal
ini didorong juga oleh ke-
butuhan pembangunan bang-
sa di era ekonomi berbasis
pengetahuan, di mana daya
saing sebuah bangsa tidak lagi
ditentukan oleh ketersediaan
sumber daya alam, tetapi pa-
da kemampuan dalam me-
ngembangkan dan meman-
faatkan pengetahuan secara
inovatif dan kreatif.

Globalisasi ditandai oleh
persaingan terbuka yang me-
lampaui batas-batas negara.
Dalam konteks ini, kualitas
adalah kunci utama untuk
memenangkan persaingan.
Hanya perguruan tinggi yang
berkualitas dan berkelas du-
nia sajalah yang akan mampu
bertahan di kancah persaingan
global. Perguruan tinggi berku-
alitas dan berkelas dunia ini pa-
ling tidak ditandai tiga karakte-
ristik utama, yaitu: melakukan
penelitian berkelas dunia, didu-
kung oleh dosen yang memiliki
reputasi akademik internasional,
dan mampu menarik mahasiswa
dari berbagai penjuru dunia.

Setiap negara memiliki cara
dan strategi yang berbeda dalam
merespons kecenderungan glo-
bal. Namun, setiap bangsa sepa-
kat perlunya mengembangkan
perguruan tinggi di negaranya
untuk menjalankan fungsi pen-
didikan tinggi yang bermutu dan
relevan dengan kebutuhan bang-
sa dan perkembangan ilmu pe-
ngetahuan universal.

Belajar dari tetangga

Perguruan tinggi hanya akan
maju dan berkembang jika didu-
kung lingkungan yang kondusif.
Belajar dari keberhasilan bebera-
pa perguruan tinggi di negara
tetangga, seperti NUS (Singapu-
ra), HKU (Hongkong), Chula-
longkorn (Thailand), yang telah
mampu mencapai prestasi aka-
demik yang sejajar dengan per-
guruan tinggi kelas dunia lainnya,
kita dapat mencatat empat faktor
yang mendorong keberhasilan
dimaksud. :

Pertama, dijaminnya kebebas
an akademik yang merupakan
nilai inti (core values) sebuah
perguruan tinggi. Kebebasan aka-
demik ini bukan hanya pada ta-
taran individu sivitas akademika,
melainkan juga pada tataran ke-
lembagaan. Perguruan tinggi ha-
rus memiliki kebebasan untuk
menetapkan arah dan strategi
pengembangan dan pengelolaan
kegiatan penelitian, membuka
dan menutup program studi, me-
ngembangkan dan mengevaluasi
kurikulum, menyatakan opini
dan menyampaikan pendapat
akademik secara terbuka di ma-
syarakat, dan sebagainya.

Kedua, adanya otonomi dalam
merencanakan, mengelola, dan
mengembangkan institusi. Per-
guruan tinggi bukan merupakan
bagian dari birokrasi pemerintah.
Agar mampu merekrut dosen
yang terbaik di bidangnya, per-
guruan tinggi harus memiliki ke-
wenangan untuk mengangkat,
memberhentikan, dan mempro-
mosikan dosennya secara man-
diri. Penelitian yang berkelas du-
nia memerlukan konsentrasi dan
alokasi waktu yang mencukupi
sehingga tak bisa ditetapkan se-
cara pukul rata sama untuk se-
mua bidang ilmu dan dosen. Ti-
dak kalah pentingnya adalah per-
guruan tinggi juga harus memi-
liki kewenangan untuk mengelo-
la dana secara mandiri, misalnya,
dalam hal menetapkan skala gaji,
mengalokasikan dana penelitian
sesuai dengan pilihan fokus dan
strateginya. Riset fundamental
membutuhkan sarana dan prasa-
rana yang canggih, dan sistem
insentif yang sesuai.

Ketiga, adanya dukungan pe-
merintah secara konsisten dan
berkelanjutan, terlepas dari sik-
lus politik pemerintah. Di bebe-
rapa negara, dibentuk badan
khusus yang otonom (terpisah
dari birokrasi pemerintah) untuk
menjembatani kepentingan ne-
gara yang dilaksanakan peguruan
tinggi negeri, seperti Higher Edu-
cation Commission (Thailand),
atau University Grant Commit-
tee (Hongkong, Pakistan, Filipi-
na).

Keberadaan buffer body se-
perti ini yang tidak berada di
bawah salah satu kementerian
juga merupakan sinyal bahwa
pendidikan tinggi adalah kebu-
tuhan bangsa, yang harus didu-
kung secara bersama. Keberada-
an dosen dan mahasiswa asing,
yang merupakan ciri pokok per-
guruan tinggi riset, memerlukan
dukungan keimigrasian, yang
tentu saja bukan urusan kemen-
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terian yang mengelola bi-
dang pendidikan.

Keempat, adanya akunta-
bilitas publik yang mencer-
minkan bahwa perguruan
tinggi menjamin terlindung-
inya kepentingan publik. Da-
lam bidang akademik, akun-
tabilitas publik dijaga mela-
lui sistem akreditasi dan pe-
menuhan atas indikator ki-
nerja akademik, seperti jum-
lah dan mutu hasil penelitian
dan lulusan. Dalam bidang
non-akademik, perguruan
tinggi dinilai dari kemam-
puannya untuk mengelola
institusi secara efisien dan
transparan, mengedepankan
prinsip tata kelola perguruan
tinggi yang baik (good uni-
versity governance).

Pertanyaan yang kemudian
patut untuk kita ajukan adalah
bisakah keempat hal di atas diim-
plementasikan jika PTN merupa-
kan bagian dari birokrasi peme-
rintah?

PTN-BH sebagai solusi

Meskipun belum merupakan
kerangka hukum yang ideal, Un-
dang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 telah meletakkan tatanan
yang dapat diharapkan memberi-
kan landasan hukum yang kon-
dusif untuk tumbuh dan ber-
kembangnya pendidikan tinggi di
Indonesia. PTN badan hukum
merupakan bentuk yang dapat
dipilih oleh PTN (by choice) dan
juga merupakan tahapan per-
kembangan sebuah PTN (by eva-
luation), sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 65 Ayat (1). UU ini
juga menjamin otonomi pergu-
ruan tinggi sebagaimana ditegas-
kan dalam Pasal 62 yang dijelas-
kan lebih jauh dalam Pasal 64.
Kewajiban negara dalam mem-
biayai pendidikan tinggi tertuang
dengan jelas pada Pasal 82 yang
mekanisme pengalokasiannya di-
jelaskan dalam Pasal 89. Akses
bagi masyarakat yang berasal dari
kalangan ekonomi kurang mam-
pu juga dijamin sebagaimana di-
cantumkan pada Pasal 74. Pem-
bebanan biaya bagi mahasiswa
juga diatur dalam Pasal 88 Ayat
).

Tentu saja semua itu akan
dapat berjalan jika pemerintah
secara konsisten dan penuh men-
dukung terwujudnya pendidikan
tinggi yang berkualitas. Menem-
patkan PTN sebagai satuan kerja
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan akan menjadi san-
dungan yang sangat besar bagi
berkembangnya perguruan tinggi
yang berkualitas, saka guru ke-
majuan bangsa.
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